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RINGKASAN 

Abdul Rasyid, Juni 2026, EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS 

ANTARA KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN 

KEKUASAAN. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 

 

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terkait dengan permasalahan kedudukan dan 

batasan konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai 

instrumen krisis menurut UUD 1945, serta parameter objektif untuk membedakan 

penggunaan yang sah dan penyalahgunaan wewenang, dan juga Bagaimana mekanisme 

pengawasan legislatif mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan Perppu oleh 

eksekutif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum 

normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

perbincangan Konstitusional tentang kebingungan mengenai Perppu yang dapat menjadi 

“pisau bermata dua” bagi negara, di satu sisi memberikan kepastian hukum mengenai 

ketentuan yang belum diatur saat terjadinya peristiwa “kegentingan memaksa”, namun di 

sisi lain juga dapat menyebabkan ruang penyelewengan kewenangan pemerintah yang 

menormalisasi keadaan memaksa untuk membuat regulasi tanpa krisis yang nyata. 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama, yaitu: (1) 

Bagaimana kedudukan dan batasan konstitusional Perppu sebagai instrumen krisis 

menurut UUD 1945, serta parameter objektif untuk membedakan penggunaan yang sah 

dan penyalahgunaan wewenang; dan (2) Bagaimana mekanisme pengawasan legislatif 

mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan Perppu oleh eksekutif. Rumusan 

masalah ini disusun untuk menemukan apakah fungsi utama dari Perppu sebenarnya 

dan bagaimana cara penentuan parameter untuk pembentukkan Perppu demi 



 

x  

menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang melakukan 

penormalisasian kegentingan memaksa. 

 

Untuk menemukan parameter dari kegentingan memaksa, kajian kepustakaan pada 

penelitian ini bertumpu kepada teori keniscayaan (necessity theory) dimana teori ini 

memberikan kebenaran moral sekaligus kebenaran secara yuridis bagi lembaga 

eksekutif untuk mengambil langkah independen untuk menyelamatkan negara ditengah 

terjadinya kegentingan memaksa. Menjadikannya sebagai semacam katup penyelamay 

(safety valve). Namun, jika tidak dibatasi dalam penafsirannya, kewenangan ini akan 

menjadi sebuah keadaan pengecualian permanen (permanent state of  exception), 

sebuah keadaan yang diperingatkan oleh seorang filsuf bernama Giorgio Agamben, 

dimana keadaan darurat yang dinormalisasi menjadi pola dari pemerintahan sehari-hari 

dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dikesampingkan dengan dalih keamanan 

nasional. 

 

Secara holistik, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa eksistensi Perppu di 

Indonesia masih terperangkap dalam ambiguitas fungsi, di satu sisi lain secara nyata 

bertransformasi menjadi sebuah sarana untuk perluasan dominasi eksekutif. Parameter 

objektif dari Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 pada praktiknya hanya diakomodir 

secara formal untuk kebutuhan administratifnya saja, sementara objektivitasnya 

dikesampingkan demi melegitimasi normalisasi kegentingan memaksa. Mekanisme 

pengawasan konstitusional yang juga lumpuh karena DPR yang tereduksi perannya 

menjadi kepanjangan tangan koalisi dari pemerintah yang bersifat menaati dan 



 

xi  

mengakomodir, sedangkan MK yang sering terbelenggu oleh doktrin hukum pasif dan 

lambatnya proses peradilan yang berujung pada hilangnya momentum pembatalan 

sebelum Perppu disahkan menjadi Undang-Undang. 

 

Secara keseluruhan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ambiguitas dari fungi 

dari Perppu itu sendiri di Indonesia, sebagai problem solving, penelitian ini 

memberikan dua rekomendasi yaitu Formulasi Legislasi Parameter Kegentingan yang 

pada intinya dibutuhkan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentng Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan atau membentuk sebuah Undang-Undang sektoral 

khusus untuk mendefinisikan atau memberikan parameter terhadap “kegentingan 

memaksa” agar memangkas ruang subjektivitas eksekutif terhadap kegentingan 

memaksa agar diskresi dapat diukur secara ilmiah dan struktural; dan merekonstruksi 

wewenang MK melalui Automatic Review yang artinya setiap Perppu yang diterbitkan 

oleh eksekutif harus secara otomatis terdaftar sebagai perkara prioritas yang diuji 

keabsahannya oleh MK tanpa harus menunggu adanya subjek hukum yang mengajukan 

permohonan (legal standing). 
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ABSTRAK 

Abdul Rasyid, Juni 2026, EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS 

ANTARA KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN 

KEKUASAAN. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 

 

Skripsi ini mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan terkait dengan 

kedudukan dan batasan konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) sebagai instrumen krisis menurut UUD 1945, serta parameter objektif 

untuk membedakan penggunaan yang sah dan penyalahgunaan wewenang, dan juga 

Bagaimana mekanisme pengawasan legislatif mampu meminimalisasi risiko 

penyalahgunaan Perppu oleh eksekutif. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh diskusi 

dan perdebatan konstitusional tentang Perppu yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945 

sebagai bagian dari instrumen krisis yang bertugas untuk respon pemerintah terhadap 

ancaman bagi kedaulatan negara, keamanan negara, dan ketertiban umum. Namun, 

tidak adanya definisi merinci terkait dengan frasa “kegentingan memaksa” telah 

menciptakan ruang abu-abu yang memicu terjadinya fenomena normalization of 

emergency (normalisasi keadaan darurat) dimana dengan memanfaatkan keadaan 

tersebut untuk membuat “regulasi darurat” tanpa adanya krisis yang nyata. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif 

(comparative approach). 

Hasil penelitian menemukan bahwa parameter objektif yang dibentuk oleh Mahkamah 
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Konstitusi melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009 pada praktiknya sering dilakukan 

hanya untuk formalitas semata. Analisis komprehensif terhadap Perppu Nomor 1 

Tahun 2020 menunjukkan terdapat celah bagi imunitas hukum itu sendiri, pada Perppu 

Nomor 2 tahun 2017 menunjukkan adanya peminggiran terhadap due process of law 

dalam pembatasan kebebasan sipil, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan 

adanya upaya jalan pintas pemerintah terhadap putusan yudikatif. Di sisi lain, 

mekanisme checks and balances telah terbukti mengalami kelumpuhan dari 

substansifnya dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tendensi 

sebagai “stempel poitik” penguasa, yang telah terbukti lewat singkatnya durasi 

persetujuan di Badan Legislasi (Baleg). Kesimpulannya adalah Perrpu di Indonesia 

masih terdiam dan terjebak di dalam ambiguitas antara fungsinya sebagai solusi 

penyelamat negara dan juga risikonya sebagai sarana otoriter menyalahgunakan 

kekuasaannya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pembentukan legislasi 

yang secara empiris membatasi parameter kegentingan kegentikan memaksa, serta 

perlunya melakukan rekonstruksi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan 

mekanisme automatic review terhadap seluruh Perppu. 

 

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Kegentingan 

memaksa, Penyalahgunaan Kekuasaan. 
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